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Abstrak

Village-Owned Enterprises are village business institutions that are managed by the community and
village government in an effort to promote the village economy. The focus in this study is the
performance of village government on the empowerment and development of BUMDes in
Tanjungmedar District, Sumedang Regency. There are three objectives of this research, namely to
find out the performance of the village government towards the empowerment and development of
BUMDes in Tanjungmedar District, what are the obstacles to the empowerment and development
of BUMDes in Tanjungmedar District, and solutions to overcome obstacles to the empowerment and
development of BUMDes in Tanjungmedar District. The method used in this study is a quality
research method, with a sampling technique using purposive sampling. Data collection techniques
are through observation, interviews, documentation and focus group discussion. Data analysis
techniques are data display, data reduction, data triangulation. The results showed that the
performance of the village government was not optimal in empowering and developing BUMDes.
The inhibiting factors are the ability of human resources, education, budget, and infrastructure.
Suggestions from the results of the study are that the application of the Catur Gatra Wirauaha Desa
concept can be applied within the scope of the Tanjungmedar District Government so that the
empowerment and development of Village-Owned Enterprises is.

Keywords: village government performance, empowerment of village-owned enterprises
development

Copyright (c) 2023 Ipa Hafsiah Yakin

Corresponding author :
Email Address : hafsiah@gmail.com

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan
pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Wilayah Kecamatan
Tanjungmedar terdiri dari 9 Desa, dengan potensi Sumber Daya Alam yang dominan adalah
palawija berupa Singkong dan Kencur yang merupakan komoditas yang menjadi andalan
masyarakat Kecamatan Tanjungmedar. Lembaga perekonomian masyarakat Kecamatan
Tanjungmedar diantaranya adalah Badan Usaha Milik Desa, menurut data Pelaporan CEO Badan
Usaha Milik Desa dan Pendamping Desa Bulan Desember Tahun 2020 dari 9 Desa hanya 7 Desa
yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa, 2 (dua) Desa masih dalam proses pembentukan
pengurus Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan yang aktif melakukan kegiatan usaha hanya ada 2
(dua) Badan Usaha Milik Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa Santosa dan Badan Usaha Milik
Desa Bahagia. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu dikaji karena Pemerintah telah
memberikan kesempatan kepada desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai pilar
perekonomian masyarakat pedesaan dengan permodalan dari Dana Desa.
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Pada prinsipnya, pendirian Badan Usaha Milik Desa menurut Anom Surya Putra (2015) dalam
Dede Jajang Suyaman (2016:108) menyatakan bahwa, “Pendirian Badan Usaha Milik Desa
merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal
132 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Frasa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam peraturan perundang-undangan tentang
Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam
gerakan usaha ekonomi.”

Dede Jajang Suyaman (2016:108), menyatakan bahwa, “Interpretasi sistem hukum
terhadap perundang-undangan desa menghasilkan peta jalan (road map) pendidikan Badan Usaha
Milik Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa  didasarkan atas prakarsa desa yang
mempertimbangkan :

1) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;

2) Potensi Usaha Ekonomi Desa;

3) Sumber daya alam di Desa;

4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa; dan

5) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang

diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.

Selain itu, dalam aras sistem hukum Dede Jajang Suyaman (2016:108) menyatakan bahwa,
“Prakarsa Desa tersebut memerlukan legitasi yuridis dalam bentuk Peraturan Bupati tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Di dalam
peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang :

1) Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan
Lokal Berskala Bidang pengembangan ekonomi lokal desa; dan
2) Penetapan Badan Usaha Milik Desa ke dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala
Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
Pendirian BUMDes berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa sebagaimana tertuang didalam
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 BAB II pasal 3 dan 4 yaitu :

Pasal 3

a. Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes;

b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;

c. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b
diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan
substansi materi pengaturan;

d. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada huruf c
digunakan Pemerintah Desa untuk proses penyusunan rancangan Peraturan Desa; dan

e. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b
disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 4

a. Mekanisme Pendirian BUMDes Berdasarkan Inisiatif Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan Masyarakat Desa  dapat
menyampaikan usulan pendirian BUMDes kepada Pemerintah Desa atau BPD pada saat
Musyawarah Desa (MUSDES); dan

b. Pemerintah Desa menetapkan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang
Pendirian BUMDes dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
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Permodalan BUMDes berasal dari APBDesa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa pada BAB III bagian ke-tiga pasal 19 tentang Modal BUMDes yaitu:

1. Modal awal BUMDes bersumber dari APBDesa;
2. Modal BUMDes terdiri atas :
a) penyertaan modal desa;
b) penyertaan modal masyarakat desa;
¢) pinjaman dari pihak ketiga; dan
d) bantuan modal lainnya yang bersifat tidak mengikat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh
masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa
yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).
Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan
masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai
lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke
pasar. Menurut Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada
BAB II pasal 2, disebutkan Pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau
kerjasama antar desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Desa, Penasihat BUMDes secara ex
officio dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan Pelaksana Operasional BUMDes adalah perorangan
yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau musdes. Selanjutnya,
pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan
Kepala Desa.

Pelaksana operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa serta
mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan
pengelolaan usaha desa yakni tidak hanya mengurusi BUMDes saja tapi mengelola keseluruhan
usaha BUMDes beserta unit-unit usaha BUMDes sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga atau AD/ART BUMDes. Untuk menjamin agar BUMDes dapat berkembang dengan baik,
hendaknya pelaksana operasional tidak rangkap jabatan di lembaga pemerintahan desa dan
lembaga-lembaga lain.

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Peraturan Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Meningkatkan perekonomian Desa;

(2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

(3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

(4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

(5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

(6) Membuka lapangan kerja;

(7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi Desa; dan

(8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
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Dalam penjelasan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dijelaskan bahwa,
Pasal 4

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
(2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mempertimbangkan :

a. Inisiatif pemerintahan desa dan/atau masyarakat desa;
b. Potensi usaha ekonomi desa;
c. Sumber daya alam di desa;
d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang
diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.
Pasal 5

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyarah Desa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa;

b. Potensi Usaha ekonomi Desa;

c. Sumber daya alam di Desa;

d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa

yang diserahkan.

Pasal 6

(1) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Muswarah Desa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
b. Organisasi pengelola BUMDes;

c. Modal usaha BUMDes; dan

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

(3) Hasil kesepakatan Musyarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi
pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang
Pendidian BUMDes.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 maka dapat disimpulkan bahwa, BUMDes
merupakan sebuah badan yang didirikan oleh masyarakat desa dengan prinsip-prinsip sebagai
berikut:

a. BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.

b. BUMDes adalah bersifat sosial (social interpreunership), tidak semata-mata mencari
keuntungan.

c. BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur
pemerintahan desa.
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d. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi
bagaimana BUMDes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

Sebagai salah satu lembaga Desa yang mawadahi kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, maka
BUMDes harus mempunyai struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kerja
kegiatan. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari: a) penasehat, b)
pelaksana operasional, dan c) pengawas.

Penasihat dijabat secara exofficio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Sebagai penasihat
BUMDes, Kepala Desa Berkewajiban:

a) Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan
BUMDes;
b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan
BUMDes, dan
¢) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
Sebagai Penasihat BUMDes, Kepala Desa berwenang:

a) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut
pengelolaan usaha Desa;
b) Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan para perangkat desa masih kurang
efisien dalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama, sikap yang kurang inisiatif,
kurang bisa bekerja sama dan kurang tepat waktu. Hal ini membutuhkan kinerja yang baik bagi
perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai komitmen
tanggung jawab mereka. Selain itu tidak optimalnya kinerja perangkat desa dalam pengembangan
dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa sebagai dampak dari tidak adanya pemahaman
bersama, para perangkat desa dan pengurus BUMDes belum memahami wewenang desa,
kurangnya pemahaman terhadap konsep dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
adanya keterbukaan informasi publik di desa, adanya perilaku koruptif, masih adanya rasa takut
gagal dari perangkat desa, lemahnya kompetensi dan kemampuan manajerial para perangkat desa
dan pengurus BUMDes, BUMDes tidak mearik generasi muda (kaum milenial).

1) Tidak adanya pemahaman bersama antara perangkat desa dengan pengurus Badan Usaha Milik
Desa dan masyarakat sekitar

2) Para perangkat desa belum memahami wewenang desa
3) Tidak memahami konsep kebijakan pemerintahan
4) Tidak adanya keterbukaan informasi publik di desa
5) Masih ada trauma kegagalan dari para perangkat pemerintah desa
6) Lemahnya kompetensi dan kemampuan manajerial
7) BUMDes tidak diminati generasi muda (kaum milenial)
No Pengendalian Internal Analisis Hasil Audit

1  Jobdescription para pengelola Secara umum Jobdescription atau uraian tugas masing-masing
Dana Desa, Dana Bagi Hasil perangkat desa yang ditugaskan sebagai pengelola Dana
Pajak dan Retribusi Daerah Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi
dan Alokasi Dana Dana telah dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa. Tetapi
dinyatakan secara jelas. karena jabatan Kepala Desa adalah jabatan politik dimana

Kepala Desa dipilih oleh masyarakat secara langsung yang
memungkinkan para pengelola diberhentikan atau diganti
dengan perangkat desa yang baru.

2 Terdapat pemisahan tugas Pemisahan tugas telah dilaksanakan secara jelas bagi para
yang jelas kepada para pengelola Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
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pengelola Dana Desa, Dana

Daerah dan Alokasi Dana, tetapi karena keterbatasan
kompetensi, pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan
pendidikan yang kurang memadai berdampak terhadap
pengelolaan keuangan yang tidak optimal dan sering terjadi
kesalahan dalam pengelolaannya.

Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah, dan
Alokasi Dana Desa.

Pengamanan aset dan

kekayaan desa dilakukan
secara memadai, khususnya
terhadap yang bersumber
dari Dana Desa, Dana Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dan Alokasi Dana
Desa.

Persetujuan atau otorisasi
atas penatausahaan
pengelolaan Dana Desa,
Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah, dan
Alokasi Dana Desa telah
dilakukan secara memadai.

Untuk aset aset yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana dilakukan
pengamanan dengan baik oleh para perangkat desa, tetapi
dalam pengamanannya sebagian aset aset-aset masih ada
yang tidak dirawat dengan baik.

Penatausahaan pengelolaan Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa rata-rata masih
belum memadai, hal ini diakibatkan sumber daya manusia
perangkat desa yang masih sangat terbatas pengetahuan
dalam pengelolaan keuangn desa.

Penatausahaan Dana Desa,
Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah, dan
Alokasi Dana Desa telah
dilakukan secara akurat dan
benar.

Penatausahaan Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa saat ini telah
dilakukan analisis pelaporan melalui Sistim Pengelolaan
Keuangan Desa (SISKEUDES), yang menjadi permasalahan
adalah para pengelolanya yang sangat terbatas dalam
penglelolaan keuangan desa.

Tingkat kompetensi
pengelola Dana Desa, Dana
Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi ~ Daerah  dan
Alokasi Dana desa telah
cukup memadai.

Tingkat kompetensi pengelola Dana Desa, Dana Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa yang rata-
rata berpendidikan SMP dan SMA dan keterbatasan
pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa berdampak
terhadap lemahnya pengelolaan keuangan desa.

Telah dilakukan
pengawasan melekat oleh
Kepala Desa terhadap para
pengelola Dana Desa, Dana

Pengawasan melekat rutin dilaksanakan oleh para kepala
desa, baik melalui rapat-rapat di internal desa dengan
melibatkan Badan Permusywaratan Des maupun rapat rapat
di tingkat kecamatan melalui agenda miggon desa yang rutin
dilaksanakan setiap hari Rabu.

Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dan
Alokasi Dana Desa.

Kepala Desa telah

melakukan monitoring Dana
Desa, Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah dan
Alokasi Dana Desa secara
periodik.

Monitoring pengelolaan Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa oleh Kepala
Desa dilakukan dengan baik, tetapi dalam konsep analisis
pelaporan keuangan Desa sering tidak memahami bagaimana
pengeolaan keuangan desa yang baik.

Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2021.
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Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan
keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan
terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, mau, mandiri dan demokratis, hingga mampu
melaksanakan penyeleggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur
dan sejahtera.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, atas hasil dokumen Audit Aparatur Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) atas temuan pengelolaan keuangan Desa pada Desa-Desa di Kecamatan
Tanjungmedar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Reguler APIP

Kabupaten Sumedang Tahun 2019 pada Desa-Desa
di Kecamatan Tanjungmedar

Jumlah Temuan
No Kelurahan/D Kelem ];}mlah
elurahan/Desa Kebijaka - Keuanga | Kekayaa | Urusa emua
n bagaa n n n n
n
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Desa Wargaluyu 2 2 2 6
2 | Desa Cikaramas 5 5
3 | Desa Sukatani -
4 | Desa Sukamukti -
JUMLAH 2 - 7 2 - 11

Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2021.

Pengawasan aset desa dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa,

beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan
pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni:

1)

2)

Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa
yakni Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
Badan Permusyawaran Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan
dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55;
Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan melakukan
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan
dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
Inspektorat Kabupaten, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini
Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset
desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa titik kritis penyalahgunaan keuangan desa

dan langkah pengendalian Beberapa titik kritis penyalahgunaan keuangan desa yang perlu
segera diambil langkah perbaikan antara lain:
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1) Siklus pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dipatuhi oleh desa;

2) Transparansi rencana penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa Masih Rendah;

3) Sumber Daya Manusia pengelola Keuangan Desa belum memahami peraturan terkait
pengelolaan aset desa;

4) Pertanggung jawaban APBDesa dibuat sama dengan APBDesa dan tidak sesuai
pembelanjaan riil;

5) Swadaya dan Gotong Royong masyarakat atas pembangunan desa belum seluruhnya
diakomodir dalam APBDesa;

6) Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tidak semuanya melalui rekening kas desa;
dan

7) Keuangan desa dipegang sepenuhnya oleh Kepala Desa, Bendahara desa tidak diperankan
sesuai tugasnya.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah peneliti menganalisis kinerja
pemerintahan desa yang implikasinya terhadap pemberdayaan dan perkembangan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan analisis permasalahan dan upaya yang dilakukan melalui
konsep penerapan Catur Gatra.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut tentang Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap
Pemberdayaan dan Perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, untuk mempermudah
pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1) Bagaimana kinerja pemerintahan desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan
perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar.

2) Permasalahan apa yang menjadi penghambat kinerja pemerintahan desa dalam
meningkatkan pemberdayaan dan perkembangan BUMDes di Kecamatan
Tanjungmedar.

Solusi apa saja yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Tanjungmedar dalam pengurangi

tingkat permasalahan kinerja pemerintahan desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan

perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar

METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan objek
penelitian dilaksanakan di 1) Desa Cikaramas, 2) Desa Jingkang, 3) Desa Kamal, 4) Desa
Kertamukti, 5) Desa Sukamukti, 6) Desa Sukatani, 7) Desa Tanjungmedar, 8) Desa
Tanjungwangi, 9) Desa Wargaluyu Kabupaten Sumedang. Tehnik pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, observasi. Dengan prosedur pengumpulan data
melalui prosedur wawancara, prosedur dokumentasi, prosedur observasi dan Focus Group
Discussion. Teknik Penarikan sampael menggunakan pedekatan purposive sampling. Teknik
purposive sampling digunakan mengingat bahwa survei harus benar-benar mengetahui dan
beranggapan bahwa orang (responden) yang dipilihnya dapat memberikan informasi tentang
Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan dan Perkembangan BUMDes di
Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang. Iforman dalam penelitian ini terdiri dari
para Kepala Desa, Kepala BPD, Ketua BUMDes di 1) Desa Cikaramas, 2) Desa Jingkang, 3)
Desa Kamal, 4) Desa Kertamukti, 5) Desa Sukamukti, 6) Desa Sukatani, 7) Desa Tanjungmedar,
8) Desa Tanjungwangi, 9) Desa Wargaluyu . Tehnik analisis daya yang digunakan menurut
Miles and Huberman yaitu terdiri dari data collection, data display, data reduction dan conlusion
drawing/verifiying.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengusung misi baru yaitu negara
melindungi dan memberdayakan desa menjadi desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis
sebagai landasan yang kokoh bagi kesejahteraan rakyat. Misi besar ini bukanlah perkara
teknis, pragmatis, administratif dan manajerial, melainkan merupakan persoalan filosofis,
ideologis dan politik.

Pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (community driven development),
mengedepankan desa sebagai pendekatan baru atas pembangunan atau pembangunan yang
digerakkan oleh desa (Village driven development). Kata kunci dari VDD dalam dunia ekonomi
adalah konsolidasi dan instituionalisasi atas aktor (petani, nelayan, peternak, perajin, kepala
desa, perangkat desa, penyuluh, pendamping dan seterusnya) aset lokal (tanah perorangan,
tanah masyrakat, tanah desa, sumber daya alam, dana desa, dan lain) dan akses (informasi,
pengetahuan, kebijakan, pasar dan lain-lain).

Pemikiran Dede Jajang Suyaman (2016:53-54) menyatakan bahwa ada tiga pola Village
driven development (VDD) yaitu :

1) Desa mandiri, setiap desa tampil secara mandiri sebagai penggerak ekonomi desa, yang
melakukan konslidasid an institusionalisasi. Ini mulai dari gerakan menanam beragam
tanaman hingga membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

2) Kolaborasi antar desa, sejumlah desa bekerjasama mengosolidasi dan institusionalisasi
aset mereka untuk membangun korporasi ekonomi misalnya melalui Badan Usaha Milik
Desa, misalnya membangun kebun kolektif, peternakan koloektif, pangan kolektif, dengan
menolak kehadiran korporasi dari luar.

3) Negosiasi dan kolaborasi desa dengan modal, baikd esa maupun antar desa melakukan
negosiasi dan kerjasama bisnis dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMN/BUMD) maupun pemodal. Misalnya desa mengorganisir dan
memfasilitasi produsen lokal dengan perusahaan. Desa maupun kolaborsi antar desa
membangun pola share holding dengan perusahaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hampir tidak dikenal dalam teori dan wacana
pembangunan ekonomi, sebab desa bukanlah makluk ekonomi seperti halnya pengusaha,
Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) atau Koperasi. Perbincangant entang ekonomi
lokal maupun ekonomi kerakyatan sering menyentuh ekonomi pedesaan maupun petani,
perajin atau peternak, tetapi hampir tidak pernah menyentuh Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). Baik ekonomi lokal maupun ekonomi kerakyatan hadir sebagai alternatif atas
ekonomi kapitalis global, tetapi keduanya lebih banyak berbicara tentang UMKM maupun
koperasi yang digerakkan oleh pelaku ekonomi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam menjalankan organisasinya BUMDes
tidak terlepas dari kinerja Perangkat Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa adalah
penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa
atau dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa. Perangkat Desa merupakan Sumber Daya yang dimiliki Pemerintahan Desa untuk
membantu Kepala Desa menjalankan tugasnya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala
Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum,
Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala
Dusun sesuai banyaknya dusun diwilayah Desa masing-masing, dan Staf Desa yang terdiri
dari Staf Bendahara, Staf Kebersihan, Staf Keamanan dan Ketertiban.

Hasil penelitian bahwa kinerja perangkat desa pada desa-desa di Kecamatan
Tanjungmedar masih kurang efisien dalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang
lama, sikap yang kurang inisiatif, kurang bisa bekerja sama dan kurang tepat waktu. Selain itu
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tidak optimalnya kinerja perangkat desa dalam pengembangan dan pemberdayaan Badan

Usaha Milik Desa sebagai dampak dari :

1) tidak adanya pemahaman bersama, para perangkat desa dan pengurus BUMDes,

2) belum memahami wewenang desa,

3) kurangnya pemahaman terhadap konsep dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

4) tidak adanya keterbukaan informasi publik di desa,

5) adanya perilaku koruptif,

6) masih adanya rasa takut gagal dari perangkat desa,

7) lemahnya kompetensi dan kemampuan manajerial para perangkat desa dan pengurus
BUMDes,

8) BUMDes tidak menarik generasi muda (kaum milenial).

Selain itu hambatan-hambatan kinerja pemerintahan desa dalam pemberdayaan dan
perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar yaitu :

1) Masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki aparat mengetani hakikat masalah yang
dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

2) Masih belum terkumpulnya fakta-fakta dan data-data yang relevan, partisipasi dari aparat
dan masyarakat dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan
permasalahan yang ada di lapangan;

3) Masih rendahnya pengolahan data-data dan fakta-fakta yang ada hal ini dikarenakan
sedikitnya aparat yang mampu memanfaatkan teknologi infomasi pengolahan data baik
dari segi administrasi kepentudukan maupun pelayanan lain di bidang pemerintahan;

4) Masih kurangnya penentuan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh, pengetahuan
aparat mengenai konsekuensi dari alternatif pemecahan masalah yang ada;

5) Masih sulitnya untuk memilih cara pemecahan masalah dari alternatif yang telah diolah
dengan matang;

6) Masih sulitnya memutuskan tindakan apa yang akan dilaksanakan;

7) Masih kurangnya penilaian hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat dari keputusan yang
diambil.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan -hambatan lain yang dihadapi dalam
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten
Sumedang yaitu :

1) Belum memadainya kemampuan sumber daya manusia yang memadai Pemerintah desa
memiliki karena perangkat desa masih memiliki latar belakang pendidikan SLTA selain
itu karena anggaran yang minim sehingga untuk meningkatkan SDM menjadi sulit ;

2) Belum memadainya anggaran yang memadai yang dimiliki pemerintah desa dalam
melaksanakan kegiatannya karena minimnya ketersediaan anggaran, pemerintah desa
kesulitan untuk mencari sumber dana tambahan;

3) Belum memadainya sarana untuk mencapai tujuan pengelolaan potensi desa yang dimiliki
pemerintah desa karena anggaran masih terbatas, kesulitan untuk menyediakan sarana
pendukungnya;

4) Belum memadainya prasarana yang dimiliki pemerintah desa sebagai penunjang
pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan anggaran, belum adanya kerjasama yang
dilakukan pemerintah desa dengan pihak-pihak lain;

5) Belum optimalnya Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran
yang terarah dan tujuan karena masih kurang memadainya sumber daya manusia
perangkat desa sebagai pengelola potensi desa, masih rendahnya motivasi perangkat desa
akan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan potensi desa;

6) Kurangnya kejelasan strategi pemerintah desa sesuai dengan yang telah direncanakan
karena kondisi sumber daya manusia pelaksana yang belum memadai, belum dimilikinya
data-data terkait masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih rendah;
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7) Kurang dipahaminya strategi oleh seluruh elemen pemerintah desa dalam pengelolaan
potensi desa karena kemampuan perangkat desa untuk memahaminya dan pemberian
penjelasan strategi tersebut masih kurang;

8) Belum optimalnya Pemerintah desa dalam mengidentifikasi seluruh potensi desa untuk
dikembangkan dan dimanfaatkan karena kemampuan sumber daya perangkat desa yang
belum memadai dan rendahnya kemitmen perangkat desa untuk dapat mengelola potensi
desa.

Dari berbagai permasalahan terkait dengan pemberdayaan dan perkembangan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) salah satu konsep yang bisa diterapkan yaitu Konsep Kewirausahaan

Catur Gatra yaitu berbudi pekerti, Rajin dan Tekun, mampu bekerjasama, dan bersifat

pembaharu. Inilah konsep utama yang bisa dijalankan untuk meningkatkan pemberdayaan

dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tanjungmedar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Analisis Kinjerja
Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan dan Perkembangan BUMDes di Kecamatan
Tanjungmedar dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1) Kinerja pemerintahan desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan perkembangan

BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar dinilai masih belum optimal terbukti :

a. Produktivitas aparatur pemerintah desa belum cukup baik dalam memberikan
pelayaan kepada masyarakat, hal ini terlihat pada belum tercapainya secara optimal
dari tiga aspek subtansi sebagai indikator produktivitas yaitu sikap mental, dan
perilaku perangkat desa yang seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma
pelayanan secara sepihak, kemampuan aparat desa yang belum memadai, serta
semangat kerja yang masih kurang baik;

b. Kualitas layanan dari aparatur pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan
Tanjungmedar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari aspek
kesederhanaan, kecakapan dan kehandalan petugas, keramahan dan ekonomi sudah
cukup baik, akan tetapi jika dilihat dari aspek kejelasan dan kepastian pelayanan
belum cukup baik, hal ini dikarenakan belum ada kejelasan dan kepastian pelayanan
mengenai waktu penyelesaian dari proses pengurusan administrasi kependudukan
yang diurusi oleh masyarakat secara langsung;

c. Kebijakan pemerintah desa dalam penerapan standar pelayanan di bidang
administrasi kependudukan masih belum cukup baik, hal ini dilihat dari aturan dan
norma serta etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat di antaranya
meliputi transparansi pelayanan yang masih kurang jelas, prinsip keadilan yang
belum teralisasi ke seluruh masyarkaat desa, jaminan penegakan hukum hak asasi
manusia dan orrientai pelayanan yang perlu dikembangkan terhadap masyarakat.
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